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Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemberitahuan di media tentang kasus fotografi karya monyet, dimana terdapat seekor monyet yang dengan tidak sengaja memotret dirinya sendiri sehingga menghasilkan karya fotografi. Peristiwa tersebut menimbulkan kerancuan dalam menentukan pencipta dari foto monyet. Ketidakjelasan siapa pencipta dari foto monyet membuat pihak lain melakukan publikasi tanpa meminta izin. Berdasarkan kasus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak cipta terhadap hasil fotografi karya monyet dengan pendekatan UUHC dan untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan pencipta dalam menyelesaikan sengketa foto monyet yang diambil orang lain tanpa meminta izin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni menjelaskan kebenaran suatu permasalahan dengan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan studi kasus. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik preskriptif. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa foto monyet yang mendapat perlindungan hak cipta adalah foto monyet yang siap unggah. Pada foto monyet yang siap diunggah di internet, fotografer telah memenuhi persyaratan-persyaratan standard of copyright’s ability yang meliputi keaslian, perwujudan dan kreativitas. Terpenuhinya standard of copyright’s ability maka foto monyet mendapat perlindungan hak cipta, sehingga fotografer dapat dikatakan sebagai pencipta. Upaya preventif yang dapat dilakukan pencipta untuk melindungi karyanya selain memenuhi standard of copyright’s ability adalah dengan melakukan pengumuman dan pendaftaran. Surat pendaftaran digunakan sebagai alat bukti untuk lebih memperkuat status kepemilikan karya apabila suatu saat terjadi sengketa. Pemenuhan terhadap standard of copyright’s ability, pengumuman serta pendaftaran tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran hak cipta di kemudian hari. Apabila tetap terjadi pelanggaran hingga menimbulkan sengketa maka pencipta dapat melakukan upaya represif dengan lebih menekankan menggunakan cara non litigasi berupa penyelesaian sengketa melalui mediasi atau negosiasi, karena dengan cara non litigasi tidak menimbulkan pihak yang kalah dan menang. Namun, apabila cara non litigasi tidak tercapai, maka pencipta dengan sangat terpaksa memilih jalur litigasi berupa pengajuan gugatan ke Pengadilan Niaga.
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Abstract
This research is based on the news in media about monkey creation photography case, where there are a monkey which intuitively it self so that create photography creation. That event create dissonant in determining maker of monkey photos. Unclearness of the maker of monkey photos make other side conduct publication without asking permission. Based on this case, this research to know copyright’s protection of result the monkey photography work with UUHC approach and for know what law eforts can do maker be done to solve the dispute monkey photo which taken kindly to people without ask permission. This research uses normative juridical method, which explains the truth of problems by the logic of scientific laws from normative side. The writer uses several approaches, namely: statute, conseptual and case study approaches. The writer analyzes this research uses prescriptive analyzis. Result of this research indicated that monkey photos getting protection of copyrights is monkey photos which ready to upload. At that photo, photographer has fulfilled the requirements of standard of copyright’s ability covering: originality, creativity and fixation. Fulfilled standard of copyright’s ability so monkey photos get protection of copyrights, so that photographer can be told as maker. Preventive efforts which able to be conducted by maker to protect its creation besides fulfilling standard of copyright’s ability is by conducting announcement and registration. Registration letter used as evidence appliance to be more strengthening status of creation ownership if in a moment happened dispute. Accomplishment to standard of copyright’s ability, announcement and also registration do not close possibility the happening of collision of copyrights later on day. If remain to happening collision till generate dispute so maker can do repressive effort with more emphasize to use the manner of the non litigation in the form of solving of dispute through of mediation or negosiation, because by these manner are not producting winner and looser sides. But, if non litigation do not reach, so maker considerably perforce to chosen band of litigation in the form of proffering of suing to justice of commercial court.
Keywords: Maker, Copyright, Photography
PENDAHULUAN 
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan memiliki banyak tempat yang dapat digunakan sebagai objek pemotretan. Hampir di seluruh penjuru Indonesia memiliki kekayaan seni yang beragam dengan keunikan masing-masing, beberapa tempat bahkan sudah dikenal di dunia seperti Tanah Lot di Bali, Candi Borobudur di Jogjakarta, Danau Toba di Sumatra Utara, Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur, Gunung Bromo di Jawa Timur dan masih banyak lagi yang lain. Maka dari itu tidak heran jika banyak khalayak dunia yang mengunjungi Indonesia untuk mendapatkan objek pemotretan.

Unsur seni yang berasal dari pemotretan merupakan penghasilan sebuah karya cipta yang disebut dengan karya fotografi. Kata “photography” (fotografi) berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata: “Fotos” berarti sinar dan “Graphos” berarti menggambar. “Photography” dapat diartikan menggambar dengan sinar/ cahaya.
 Pengertian fotografi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Selanjutnya disebut KBBI) merupakan seni atau proses penghasilan gambar dan cahaya pada film atau permukaan yang dipekakan.
 Artinya, fotografi merupakan proses penghasilan gambar dengan bantuan cahaya untuk menghasilkan sebuah seni.

Ansel Easton Adams, fotografer asal Amerika Serikat mengemukakan pendapat tentang fotografi. Menurut Ansel, “Photography is more than a medium for factual communication of ideas. It is a creative art”. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bahwa fotografi lebih dari sekadar sebuah sarana ide komunikasi faktual. Itu adalah seni kreativitas. Kemudian, “Photography, as a powerful medium of expression and communications, offers an infinite variety of perception, interpretation and execution” artinya fotografi sebagai media berekspresi dan komunikasi yang kuat, menawarkan berbagai persepsi, interprestasi dan eksekusi yang tidak terbatas.
 Karya fotografi dijadikan sarana komunikasi dari masa lampau, masa sekarang dan masa depan yang akan menunjukkan perubahan suatu keadaan dengan memunculkan tanggapan beragam.

Pada sebuah karya fotografi terdapat perlindungan hak cipta di dalamnya. Indonesia menjadi anggota perjanjian internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual (Selanjutnya disebut HKI) dan meratifikasi kesepakatan internasional tentang hak cipta salah satunya adalah Konvensi Bern.
 Hal ini dilakukan pemerintah Indonesia sebagai wujud pemberian perlindungan hak cipta terhadap pencipta atau pemegang hak cipta.

Perbuatan menciptakan atau menghasilkan sebuah karya seni berupa karya fotografi dapat dilakukan oleh semua orang, hal ini membuat siapa saja dapat menjadi subjek fotografi.
 Akan tetapi, apabila terdapat seseorang yang secara konsisten menggeluti fotografi sebagai profesinya maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai fotografer. Dimana fotografer sebagai orang yang menghasilkan foto dengan cara menangkap cahaya dari objek dengan kamera maupun peralatan fotografi lainnya, memikirkan seni dan teknik untuk menghasilkan foto yang bagus serta berusaha mengembangkan ilmu yang dimiliki. Uraian di atas terkait karya fotografi yang dikomersilkan hingga menimbulkan hak ekonomi. Berkaitan dengan hak ekonomi yang terdapat pada karya fotografi menimbulkan suatu problematika yaitu siapakah pencipta dan atau pemegang hak cipta dari karya fotografi.

Kaitannya antara karya fotografi dengan pemegang hak cipta adalah terkait status kepemilikan hak cipta atas karya yang dimiliki seseorang. Objek yang dijadikan penelitian ini adalah karya fotografi, dimana foto merupakan salah satu objek yang dilindungi, seperti yang tercantum dalam Pasal 40 Ayat (1) Huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Selanjutnya disebut UUHC) bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang terdiri atas: karya fotografi. Ditambah lagi, penjelasan pasal menguraikan bahwa yang dimaksud dengan karya fotografi meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera. Berdasarkan rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa foto termasuk ciptaan yang dilindungi oleh UUHC. Akan tetapi, bagaimana jika foto yang dimaksud adalah hasil fotografi karya monyet.

Jika memang suatu karya fotografi milik seseorang hanya diambil tanpa untuk tujuan apapun, hal tersebut tidaklah menjadi sebuah masalah. Namun, apabila terdapat orang yang dengan sengaja mengambil dan menggunakan karya orang lain dengan tujuan komersil, hal ini menimbulkan permasalahan. Karya orang lain diambil dan digunakan tanpa izin pemiliknya, hal seperti ini jelas akan menimbulkan suatu sengketa hak cipta terkait status kepemilikan karya dan pelanggaran hak cipta dari segi hak ekonomi.

Salah satu contoh kasusnya adalah pada tahun 2011 David J. Slater fotografer asal Inggris mengunjungi salah satu tempat di Indonesia yaitu hutan di Sulawesi Utara untuk melihat monyet hitam yang akan digunakan sebagai objek pemotretan, dimana saat itu David telah menyiapkan segala perlengkapan yang akan digunakan untuk memotret. Awalnya proses pemotretan berjalan dengan baik, hingga salah satu monyet merebut kamera David kemudian membawa ke semak-semak. Monyet tertarik memainkan kamera karena cahaya yang ditimbulkan oleh kamera tersebut, sehingga monyet dengan tidak sengaja menekan tombol kamera.

Pada akhirnya David memperoleh kameranya kembali dengan mendapati banyak foto monyet didalamnya. Pekerjaan David sebagai fotografer membuatnya menjual foto monyet tersebut untuk dijadikan sumber penghasilan. Dengan mengunggah di internet, David memasang foto monyet pada blognya agar orang lain dapat dengan mudah melihat dan membelinya. Banyaknya orang yang membeli foto monyet padanya akan membuat penghasilannya juga bertambah banyak.

Berdasarkan fakta, terdapat pihak lain yaitu Wikipedia yang mengambil dan memasang foto monyet pada halaman depan web tanpa meminta izin David. Hal tersebut menimbulkan sengketa hak cipta atas foto monyet antara Wikipedia dengan David. Keduanya memiliki anggapan yang berbeda mengenai status kepemilikan terhadap foto monyet tersebut. Wikipedia menganggap bahwa foto monyet adalah karya monyet sehingga tidak ada status kepemilikan hak cipta di dalamnya. Siapa saja dapat menggunakan foto monyet tanpa harus meminta izin pada David karena bukan David pencipta foto monyet tersebut. Sedangkan David mengklaim bahwa foto monyet adalah miliknya. Hingga pada akhirnya David berkeinginan menyelesaikan kasus ini agar dirinya dapat diakui sebagai pencipta dan atau pemegang hak cipta atas foto monyet tersebut.

Permasalahan seperti yang dialami oleh David sulit mendapat perlindungan hak cipta karena foto monyet tercipta atas ketidaksengajaan yang dilakukan monyet. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian mengenai esensi dari perlindungan hak cipta terhadap pemegang hak cipta atas fotografi karya monyet sehingga dapat memberikan wawasan mengenai hal tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA FOTOGRAFI KARYA MONYET”.
METODE  PENELITIAN

Jenis Penelitian


Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

Teknik Pendekatan Bahan Hukum
Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach)
Peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian normatif.
 Penelitian ini menganalisis UUHC untuk menentukan siapa pencipta dan atau pemegang hak cipta atas fotografi karya monyet.

b. Pendekatan konsep (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual (conceptual approach) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Konsep yang dimaksud disini adalah membedah konsep hak cipta mengenai pencipta dan pemegang hak cipta. Peneliti merujuk pada prinsip-prinsip hukum, pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.

c. Pendekatan studi kasus (Case Study)

Pendekatan studi kasus (case study) merupakan pendekatan yang mengarah terhadap salah satu kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.
 Penelitian ini mengarah terhadap kasus yang berasal dari aspek hukum hak cipta yakni studi kasus terhadap permasalahan yang dialami oleh David J. Slater berkaitan dengan perlindungan hak cipta atas karya fotografi.
Jenis Bahan Hukum
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta, yakni:
1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Bern Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra).
b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku mengenai hak cipta, jurnal yang berkaitan dengan hak cipta dan website terkait masalah yang diambil dalam penulisan skripsi ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan yang dapat memberikan petunjuk ataupun penjelasan tambahan dari literatur selain hukum, sepanjang berkaitan atau memiliki relevansi dengan topik penelitian.
 Seperti KBBI, surat kabar (koran) dengan tema kasus yang diteliti.
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumenter yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier berdasarkan topik permasalahan. Bahan-bahan tersebut kemudian akan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya kemudian dikaji lebih lanjut.
1. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan dengan menginterpretasi sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selain itu juga dilakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap sumber-sumber bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode penalaran preskriptif, yaitu metode analisa bahan hukum dengan mencari argumentasi dan konsep sebagai preskripsi yang mengandung nilai dan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.
PEMBAHASAN
Berdasarkan penjelasan sebelumnya pada latar belakang penelitian ini, bahwa UUHC melindungi karya fotografi seperti yang tercantum pada Pasal 40 Ayat (1) Huruf k UUHC. Pada pasal tersebut menguraikan bahwa karya fotografi merupakan salah satu seni yang dilindungi oleh hak cipta, sepanjang foto tersebut dihasilkan dengan menggunakan kamera. Pada pembahasan penelitian ini akan dipaparkan penjelasan-penjelasan terkait dengan perlindungan hak cipta terkait karya fotografi. Akan tetapi foto yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil fotografi karya monyet.

Status kepemilikan hak cipta karya fotografi jelas diatur dalam UUHC, namun dalam hal ini penulis mempunyai sudut pandang lain atas hasil fotografi karya monyet. Hal ini akan berkaitan dengan siapa yang dapat menjadi pencipta dan atau pemegang hak cipta atas foto monyet. Berkaitan dengan hal tersebut, seharusnya pencipta dan atau pemegang hak cipta atas hasil fotografi karya monyet adalah fotografer.

A. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Fotografi Karya Monyet

Indonesia menggunakan Konvensi Bern sebagai induk atau dasar pengetahuan tentang hak cipta. Konvensi Bern digunakan sebagai landasan utama untuk menentukan kelayakan dalam memberikan perlindungan hak cipta terhadap suatu karya. Pengaturan tentang perlindungan hak cipta terhadap karya fotografi diatur pada Pasal 40 Ayat (1) Huruf k UUHC. Perlindungan hak cipta meliputi perlindungan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya fotografi merupakan salah satu bagian dari seni yang dihasilkan dengan menggunakan kamera. Di masa sekarang karya fotografi dapat diciptakan oleh siapa saja tanpa ada yang membatasi.

Karya fotografi merupakan salah satu bagian dari seni yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Seperti yang kita ketahui bahwa karya fotografi merupakan sebuah karya yang dihasilkan oleh subjek hukum dengan menggunakan kamera. Penghasil dari suatu karya merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di muka pengadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, subjek hukum digunakan sebagai acuan dalam menentukan pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu karya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dijelaskan bahwa karya fotografi yang dimaksud pada penelitian ini merupakan hasil fotografi karya monyet. Seekor monyet dapat memotret dirinya sendiri sehingga menghasilkan sebuah karya cipta. Dalam konsep hak cipta, suatu perlindungan hak cipta diberikan pada ciptaan yang berasal dari pencipta atau pemegang hak cipta yaitu subjek hukum, sedangkan monyet bukan subjek hukum. Status kepemilikan suatu karya dapat ditentukan dengan mengetahui siapa pencipta atau pemegang hak ciptanya berdasarkan orang atau badan hukum yang menciptakan karya tersebut. Sedangkan dalam kasus ini, yang menciptakan sebuah karya fotografi bukan subjek hukum melainkan adalah seekor monyet.

Berbicara mengenai hasil fotografi karya monyet, secara tidak langsung akan dapat dikatakan bahwa foto monyet tidak berhak mendapat perlindungan hak cipta, karena foto monyet merupakan karya fotografi yang dihasilkan bukan oleh subjek hukum. Dengan demikian, foto monyet sebagai karya fotografi yang bebas dimiliki dan dimanfaatkan oleh siapa saja. Namun tidak dapat disimpulkan seperti itu, perlu diketahui asal terciptanya foto monyet tersebut sehingga dapat menentukan apakah foto monyet bisa memperoleh perlindungan hak cipta atau tidak serta dapat menentukan siapa pencipta atau pemegang hak ciptanya.

Berkaitan dengan foto monyet yang menjadi fokus dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah foto monyet yang masih berupa file yang berada di memori penyimpanan pada kamera. Foto monyet yang dimaksud adalah foto yang didapat fotografer ketika berada di hutan, dimana foto tersebut adalah foto yang dihasilkan oleh monyet dengan memotret dirinya sendiri menggunakan kamera milik fotografer. Dan yang kedua adalah foto monyet yang telah melalui proses pengolahan yang dilakukan fotografer, mulai dari pemilihan foto, pengeditan foto, penyimpanan foto hingga foto siap diunggah di internet. Terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh fotografer bahwa foto monyet telah diolah hingga siap unggah, sehingga foto monyet memenuhi standard of copyright’s ability yang meliputi keaslian, perwujudan dan kreativitas sehingga foto monyet memperoleh perlindungan hak cipta.

Guna mendapatkan perlindungan hak cipta, suatu karya haruslah memenuhi standard of copyright’s ability. Persyaratan keaslian, perwujudan dan kreativitas digunakan untuk menentukan apakah sebuah karya patut memperoleh perlindungan hak cipta. Terpenuhinya standard of copyright’s ability pada foto monyet digunakan sebagai acuan untuk menentukan pencipta atau pemegang hak cipta atas foto monyet tersebut.

Terkait perlindungan hak cipta pada karya fotografi diatur pada Pasal 40 Ayat (1) Huruf k UUHC. Berdasarkan pasal tersebut foto monyet dihasilkan dengan menggunakan kamera milik fotografer. Undang-undang hanya menyatakan bahwa karya fotografi yang dilindungi adalah yang dihasilkan oleh kamera. Tidak ada ketentuan yang menyatakan pelarangan penghasilan suatu karya selama karya dihasilkan oleh subjek hukum. Fotografer sebagai subjek hukum yang telah membawa dan mengatur kamera sehingga monyet dapat memotret dirinya sendiri dan menghasilkan foto monyet. Dengan demikian, foto monyet termasuk seni karya fotografi yang patut mendapat perlindungan hak cipta. Perlindungan atas foto monyet diberikan ketika fotografer mewujudkan foto tersebut. Bentuk perwujudan yang dilakukan fotografer adalah dengan melakukan proses pengolahan terhadap foto monyet hingga foto siap untuk diunggah atau diumumkan di internet.

Mengenai konsep pemegang hak cipta diatur pada Pasal 1 Angka 4 UUHC yang menyatakan bahwa, pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari para pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Berdasarkan pasal tersebut, fotografer adalah pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta. Disini, yang dimaksud dengan pencipta adalah fotografer, monyet tidak dapat dikatakan bahwa pencipta karya fotografi karena monyet bukan subjek hukum. Monyet hanya perantara yang secara tidak sengaja menekan tombol kamera sehingga meenghasilkan foto monyet.

Pada dasarnya konsep pencipta menyatakan bahwa suatu ciptaan haruslah berasal dari orang atau badan hukum. Maka monyet tidak dapat dikatakan sebagai pencipta karena monyet bukan orang atau badan hukum. Perlindungan hak cipta pada karya fotografi hanya sebatas karya yang dihasilkan oleh subjek hukum artinya bagi karya yang dihasilkan monyet tidak ada kejelasan tentang perlindungan hak ciptanya. Dikaitkan dengan uraian tersebut, fotografer sebagai orang atau subjek hukum yang telah melakukan upaya dan serangkaian pengolahan pada foto menyebabkan foto monyet memenuhi standard of copyright’s ability, dengan demikian fotografer dapat dikatakan sebagai pencipta atas foto monyet tersebut.

Hasil fotografi karya monyet tidak dapat menjadikan monyet sebagai pemegang hak cipta atas foto tersebut. Penggalan Pasal 1 angka 4 UUHC menyatakan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta. Konsep ciptaan yang diatur oleh UUHC salah satunya, dimana suatu karya dihasilkan oleh seorang atau beberapa orang. Tidak diperkenankan atas suatu karya yang dihasilkan oleh binatang. Hal tersebut dikarenakan berkaitan dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum. Apabila terjadi sengketa dikemudian hari, tentu saja tidak dapat dimungkinkan seekor binatang yang menjadi para pihak dalam sengketa.

Fotografer mengklaim dirinya sebagai pemilik foto monyet dan menganggap dirinya sebagai pemegang hak cipta atas foto tersebut. Anggapan fotografer didasarkan pada alasan dimana dirinya telah melakukan segala upaya hingga terciptanya foto monyet. Hal tersebut yang membuat fotografer beranggapan bahwa dirinya sebagai pencipta dan/ atau pemegang hak cipta. Penulis setuju dengan anggapan yang dilontarkan oleh fotografer. Perlindungan hak cipta yang didapat pada foto monyet menempatkan fotografer sebagai pencipta. Untuk pemegang hak cipta atas foto monyet seharusnya juga diberikan kepada fotografer. Untuk memperkuat pernyataan tersebut, penulis mengungkapkan beberapa alasan yang mendukung argumentasi tersebut, diantaranya:

1. Foto monyet telah memenuhi standard of copyright’s ability berkat fotografer

Seperti yang kita ketahui pada Pasal 1 Angka 3 UUHC bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Artinya, suatu karya dapat dikatakan sebagai ciptaan apabila dihasilkan atas inspirasi atau keahlian yang diwujudkan. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa foto monyet sudah menjadi bagian dari ciptaan. Alasannya, fotografer telah mewujudkan inspirasinya dengan mengolah foto monyet hingga siap unggah di internet. Kemampuan fotografer pada proses pengolahan foto termasuk keahlian yang diekspresikan.

Persyaratan keaslian yang dipenuhi fotografer dapat dilihat dari keahlian yang dimilikinya dalam mengatur kamera. Fotografer telah mengatur kamera sebelum mengunjungi hutan. Kamera sudah siap digunakan ketika monyet merebut kamera milik fotografer dan tidak sengaja memotret dirinya sendiri. Foto monyet yang tercipta tersebut termasuk bagian dari ciptaan. Sesuai Pasal 1 angka 3 UUHC, ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Hasil fotografi karya monyet termasuk hasil karya cipta di bidang seni yang dihasilkan atas keahlian fotografer dalam mengatur kamera.

Persyaratan keaslian juga ditunjukkan fotografer dengan keahliannya dalam memilih foto monyet. Sebelum diunggah di internet, fotografer harus dapat memilih dan menentukan foto monyet mana yang layak untuk dipublikasi. Diperlukan keahlian untuk memilih foto monyet karena foto yang telah dianggap layak dan patut untuk dipublikasi belum tentu terlihat layak pula di mata orang lain. Proses pemilihan foto setelah diolah hingga siap diunggah harus dilakukan dengan cermat agar foto monyet dapat diterima khalayak umum.

Persyaratan perwujudan ditunjukkan fotografer pada saat foto monyet siap untuk diunggah. Fotografer melakukan urutan proses pengolahan hingga foto siap diunggah. Mulai dari pemilihan foto terbaik agar diminati oleh orang yang melihat, kemudian melakukan pengeditan terhadap foto yang sudah dipilih, lalu foto disimpan di file memori penyimpanan pada harddisk komputer. Serangkaian proses pengolahan terhadap foto monyet dilakukan untuk menarik minat orang lain yang melihat agar membeli foto monyet tersebut. Dan apabila terjadi sengketa di kemudian hari tanggal penyimpanan foto di file komputer dapat digunakan sebagai bukti bahwa fotografer telah melakukan pengolahan terhadap foto monyet sehingga foto mendapat perlindungan hak cipta.

Dilakukannya perwujudan dimaksudkan agar karya mendapat perlindungan hak cipta. Menurut Pasal 1 angka 1 UUHC, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hak cipta diberikan ketika perwujudan ciptaan telah dilakukan.
 Pada saat fotografer telah menyiapkan foto monyet untuk diunggah, maka fotografer dianggap telah mewujudkan karya dan terhadap foto monyet patut mendapat perlindungan hak cipta.

Persyaratan kreativitas terkait dengan adanya kreasi intelektual seseorang. Artinya, ciptaan dibentuk dengan cipta, karsa dan rasa. Fotografer harus mampu menunjukkan persyaratan keaslian dari foto monyet. Persyaratan kreativitas ditunjukkan fotografer dengan adanya inisiatif yang diwujudkan. Inisiatif termasuk kemurnian ide yang berkaitan dengan kekayaan intelektual fotografer dalam menghasilkan seni. Sesuai Pasal 1 angka 3 UUHC, salah satu cara menghasilkan karya cipta di bidang seni adalah dengan inspirasi yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Fotografer yang memiliki inisiatif untuk mendapat objek pemotretan, maka fotografer menentukan lokasi pemotretan dan mengunjungi hutan. Hal tersebut termasuk wujud dari inspirasi yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Tanpa adanya inisiatif fotografer untuk mengunjungi hutan tidak mungkin dapat tercipta foto monyet.

2. Fotografer sebagai orang yang melakukan pengumuman

Publikasi dilakukan fotografer dengan mengunggah foto monyet di internet sebagai bentuk pengumuman. Sebagai orang yang berprofesi sebagai fotografer, pengumuman terhadap karya yang dimiliki merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Hal ini berkaitan dengan hak ekonomi fotografer yang terdapat dalam foto monyet tersebut. Sesuai Pasal 1 angka 11 UUHC bahwa pengumuman adalah penyiaran suatu ciptaan dengan menggunakan salah satunya alat elektronik sehingga suatu ciptaan dapat dilihat orang lain. Fotografer melakukan pengumuman foto monyet di internet agar orang lain dapat dengan mudah dan cepat melihatnya. Hal tersebut diharapkan mampu mempercepat penjualan karya, sehingga fotografer dapat dengan cepat pula mendapatkan penghasilan.

Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta. Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.
 Artinya, meskipun fotografer tidak melakukan pengumuman, foto monyet tetap memperoleh perlindungan hak cipta. Perlindungan hak cipta didapat ketika fotografer mewujudkan karya dengan mengolah foto hingga siap unggah. Pada konsep pengumuman lebih menekankan bahwa bentuk perwujudan atas suatu karya sudah cukup sebagai tujuan perlindungan hak cipta.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa pencipta dan atau pemegang hak cipta atas foto monyet sudah seharusnya diberikan pada fotografer karena fotografer telah melakukan segala upaya hingga foto monyet memenuhi standard of copyright’s ability yang meliputi persyaratan keaslian, perwujudan dan kreativitas, serta melakukan publikasi terhadap foto monyet dengan mengunggah di internet.

Fotografer dapat disebut sebagai pencipta dan atau pemegang hak cipta atas foto monyet. Bentuk kepemilikan hak cipta atas foto monyet memberikan hak eksklusif kepada fotografer sebagai pemegang hak cipta untuk mengawasi penggunaan dan pemanfaatan kreasi intelektual. Hasil fotografi karya monyet termasuk karya fotografi dari kreasi intelektual fotografer yang dilindungi Pasal 40 ayat (1) huruf k UUHC. Fotografer sebagai pemegang hak cipta atas foto monyet wajib melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan karya tersebut.

Berdasarkan kasus yang diteliti, pelanggaran muncul ketika pihak lain melakukan penggandaan dan penyebarluasan terhadap foto monyet di internet tanpa izin. Menurut Pasal 1 angka 12 UUHC, penggandaan adalah proses, pembuatan atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/ atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Dalam hal ini, pihak lain menggandakan salinan ciptaan dengan memasang foto monyet pada halaman depan web. Hal tersebut merugikan hak ekonomi fotografer, karena orang lain dapat memiliki foto monyet tersebut tanpa harus membeli pada fotografer.

Fotografer tidak hanya dirugikan oleh pihak lain dari segi hak ekonomi, tetapi juga hak moral. Sesuai Pasal 5 Ayat (1) Huruf a UUHC bahwa hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk: Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Huruf a UUHC, pihak lain tidak mencantumkan nama fotografer atau mencantumkan sumber darimana foto diperoleh. Hal ini jelas menyinggung hak moral fotografer sebagai pemegang hak cipta atas foto monyet tersebut. Seharusnya pihak lain yang ingin menggunakan atau memanfaatkan foto monyet tersebut harus meminta izin kepada fotografer sebagai pemegang hak cipta. Uraian tersebut memberikan makna bahwa fotografer dapat mengajukan keberatan terhadap pihak lain atas pemasangan foto monyet yang dilakukan tanpa izin.

B. Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi Atau Litigasi
Berdasarkan sumber kasus dalam penelitian ini, fotografer sebagai pencipta dan atau pemegang hak cipta dari foto monyet telah dirugikan hak eksklusifnya oleh pihak lain. Guna mempertahankan hak cipta atas karyanya, fotografer harus memenuhi standard of copyright’s ability sebagai upaya preventif. Upaya preventif sebagai usaha yang dapat dilakukan pencipta atau pemegang hak cipta untuk meminimalisir adanya sengketa di kemudian hari. Apabila pencipta atau pemegang hak cipta telah memenuhi standard of copyright’s ability pada karyanya namun tetap terjadi sengketa, maka terkait dengan upaya yang dapat dilakukan, fotografer dapat menunjukkan perolehan perlindungan hak cipta pada foto monyet dengan melakukan metadata.

Metadata dilakukan fotografer dengan menunjukkan tanggal diambilnya foto dan tanggal setelah foto selesai diolah hingga memenuhi standard of copyright’s ability. Pada konsep foto monyet disini, yang dimaksud metadata adalah pembagian foto antara foto yang masih berada di file memori penyimpanan kamera dan foto yang siap unggah. Pengertian metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan atau setidaknya membuat menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola.
 Metadata digunakan fotografer terkait pembuktian apabila terjadi sengketa, hal ini dapat dilakukan dengan menunjukkan tanggal foto monyet sebelum dan sesudah mendapatkan perlindungan hak cipta.

Selain itu, terdapat upaya preventif yang dapat dilakukan fotografer untuk mempertahankan karyanya yaitu dengan melakukan pendaftaran. Fungsi dari pendaftaran bagi fotografer adalah untuk lebih memperkuat bukti kepemilikan atas foto monyet. Surat pendaftaran dapat digunakan fotografer untuk lebih memperkuat pembuktian kepemilikan atas karya foto monyet. Meskipun telah dilakukan pendaftaran terhadap foto, tidak menutup kemungkinan akan timbulnya sebuah pelanggaran hak cipta. Maka dari itu, jika upaya preventif tidak tercapai, fotografer dapat melakukan upaya represif sebagai langkah mempertahankan karyanya.

Upaya represif merupakan usaha yang dilakukan pencipta atau pemegang hak cipta untuk mempertahankan karyanya ketika terjadi sengketa. Sengketa berawal dari sebuah pelanggaran yang dilakukan seseorang dengan mengumumkan karya orang lain tanpa izin.
 Upaya represif tentu sangat wajar dilakukan fotografer mengingat untuk memperoleh foto monyet tersebut, fotografer telah melakukan segala upaya. Sehingga ketika ada pihak lain yang menggunakan foto monyet tanpa meminta izin terlebih dahulu, fotografer diperbolehkan mengambil upaya represif untuk mempertahankan karyanya.

Terkait dengan upaya represif yang dapat dilakukan fotografer yaitu melalui:

1. Litigasi/ pengadilan.

2. Non litigasi/ alternatif penyelesaian di luar pengadilan.

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, pihak lain tidak bersedia melakukan kesepakatan dengan fotografer. Tidak terjalinnya kesepakatan diantara kedua belah pihak menyebabkan fotografer memilih litigasi sebagai penyelesaian sengketa. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan cara yang sangat terpaksa dipilih setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.

Penyelesaian sengketa secara litigasi dibagi menjadi dua macam yaitu perdata dan pidana. Perdata ditempuh fotografer melalui suatu proses gugatan ganti kerugian, dimana pihak lain harus mengganti kerugian secara materiil yang diderita fotografer karena pemasangan foto monyet pada halaman depan web. Dimana hal tersebut menyebabkan orang lain dapat dengan mudah memiliki foto monyet tanpa harus membeli pada fotografer. Tata cara pengajuan gugatan pelanggaran hak cipta ke Pengadilan Niaga diatur pada Pasal 100 – Pasal 101 UUHC:

Pasal 100

(1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan. 

(3) Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. 

(4)
Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan. 

(5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang. 

 (6) 
Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan. 

Pasal 101

(1)
Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan. 

(2) 
Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari. 

(3) 
Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 

(4)
Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan.

Selain itu, pihak lain juga harus melakukan pemulihan nama baik dengan mengakui bahwa fotografer sebagai pencipta atau pemegang hak cipta atas foto monyet. Serta, fotografer berhak untuk menuntut penghentian pemasangan foto monyet di halaman depan web pihak lain karena telah merugikan secara materiil. Selanjutnya semuanya diserahkan pada Pengadilan Niaga untuk memutuskan perkara tersebut.

Berdasarkan penjelasan umum UUHC, tuntutan pidana menggunakan penerapan delik aduan. Fotografer yang telah dirugikan dapat menempuh secara pidana dengan melaporkan pihak lain pada Ditjen HKI. Sedangkan untuk non litigasi, fotografer dan pihak lain dengan kesepakatan bersama dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu melalui APS atau arbitrase.
Berdasarkan Pasal 95 Ayat (1) UUHC, penyelesaian sengketa hak cipta secara non litigasi dapat ditempuh salah satunya melalui alternatif penyelesaian sengketa. Penjelasan pasal menguraikan yang dimaksud dengan APS adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi atau konsiliasi, dengan tujuan untuk mendamaikan para pihak yang berselisih. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka fotografer dan pihak lain dapat melakukan negosiasi, mediasi atau konsiliasi sebagai langkah untuk menemukan perdamaian.

Fotografer dapat bertemu langsung dengan pihak lain untuk melakukan negosiasi. Sebagaimana Pasal 6 Ayat (2) UU Arbitrase dan APS, dalam waktu paling lama 14 hari sejak negosiasi dilakukan fotografer dan pihak lain harus sudah mengambil keputusan yang diwujudkan dalam kesepakatan tertulis. Apabila pada tahap negosiasi tidak dihasilkan apapun maka berdasarkan Pasal 6 Ayat (3) UU Arbitrase dan APS fotografer dan pihak lain atas kesepakatan tertulis dapat meminta bantuan ahli. Seorang ahli diberikan waktu paling lama 14 hari sejak hari ditunjuknya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Selain negosiasi, fotografer juga dapat melakukan mediasi dengan pihak lain untuk menemukan pemecahan terhadap sengketa yang terjadi. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.
 Pada kasus yang diteliti masing-masing pihak memiliki pendapat yang berbeda terkait pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga diperlukan mediator yang kompeten di bidang tersebut. Apabila mediasi gagal, fotografer dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga atau memilih arbitrase untuk menyelesaikan sengketa. Disamping negosiasi dan mediasi, masih terdapat konsiliasi yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa guna menyelesaikan sengketa secara non litigasi. Konsiliasi adalah penengah akan bertindak menjadi konsiliator atas kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi.
 Apabila APS tidak tercapai maka fotografer dapat memilih arbitrase atau Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Definisi arbitrase pada Pasal 1 Angka 1 UU Arbitrase dan APS adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase dapat ditempuh jika terjadi kesepakatan bersama antara fotografer dan pihak lain. Artinya, jika tidak terjalin kesepakatan antara fotografer dengan pihak lain maka tidak dapat memilih arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa.

Syarat dapat dilaksanakannya arbitrase diatur pada Pasal 7 – Pasal 11 UU Arbitrase dan APS yang meliputi:

Pasal 7

Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase. 

Pasal 8

(1) 
Dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, e-mail atau dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku. 

(2) 
Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan jelas : 

a.  
nama dan alamat para pihak; 

b.
penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku; 

c. 
perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa; 

d. 
dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, apabila ada; 

e. 
cara penyelesaian yang dikehendaki; dan 

f. 
perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil. 

Pasal 9

(1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. 

(2) 
Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris. 

(3) 
Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat: 

a.
masalah yang dipersengketakan; 

b.
nama lengkap dan tempat tinggal para pihak; 

c. 
nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase; 

d.
tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan; 

e. 
nama lengkap sekretaris; 

f. 
jangka waktu penyelesaian sengketa; 

g. 
pernyataan kesediaan dari arbiter; dan 

h.
pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase. 

(4) 
Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum. 

Pasal 10

Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini : 

a. 
meninggalnya salah satu pihak; 

b.
bangkrutnya salah satu pihak; 

c. 
novasi; 

d. 
insolvensi salah satu pihak; 

e. 
pewarisan; 

f. 
berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok; 

g.
bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau 

h.
berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

Pasal 11

(1) 
Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. 

(2) 
Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.
Terkait putusan, Pasal 60 UU Arbitrase dan APS menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa yang melalui APS adalah hasil keputusan secara musyawarah yang harus dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Kesepakatan yang telah disepakati para pihak dalam menyelesaikan sengketa secara non litigasi harus diterima dan dipatuhi.

Berdasarkan kasus yang diteliti ketika mediasi gagal arbitrase tidak dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa. Hal tersebut dikarenakan pada proses arbitrase mengutamakan kesepakatan para pihak. Sedangkan dalam kasus penelitian ini, pihak lain tidak bersedia melakukan kesepakatan dengan fotografer. Selain itu, tidak ada perjanjian pokok pada kasus ini. Disamping lagi tidak adanya sesuatu hal yang perlu untuk dijaga kerahasiaannya. Pada penyelesaian sengketa melalui arbitrase membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga tidak memungkinkan untuk fotografer membawa kasusnya untuk diselesaikan melalui arbitrase.

Dengan demikian, para pihak yang bersengketa dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui peradilan jika langkah APS dan arbitrase tidak sesuai dengan yang diharapkan. Fotografer dapat mengajukan gugatan penyebarluasan karya, maksudnya adalah gugatan didasarkan pada pengumuman atau penyebarluasan foto monyet tanpa izin yang dilakukan pihak lain. Penyelesaian sengketa atas foto monyet melalui pengadilan dapat dilakukan fotografer dengan mengajukan gugatan atas pelanggaran hak yang ditujukan pada pihak lain ke Pengadilan Niaga.
PENUTUP

A. Simpulan
1. Penelitian ini membagi foto monyet menjadi dua bagian, pertama yaitu foto monyet yang masih berada di file memori penyimpanan kamera, dan yang kedua yaitu foto monyet yang siap unggah. Perlindungan hak cipta diberikan pada foto monyet yang siap unggah, dikarenakan foto monyet telah mengalami proses editing oleh fotografer sehingga foto monyet tersebut siap di-publish atau diunggah di internet. Proses editing yang dilakukan fotografer terhadap foto monyet telah memenuhi standard of copyright’s ability, sehingga fotografer disini dapat disebut sebagai pencipta.
2. Pencipta harus memenuhi standard of copyright’s ability sebagai upaya preventif untuk mempertahankan hak cipta atas karya yang dimilikinya, karena hak cipta tidak mensyaratkan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan. Pendaftaran hak cipta digunakan untuk lebih memperkuat kepemilikan karya dimana surat pendaftaran dapat digunakan sebagai alat bukti pada proses pembuktian bila dibutuhkan. Apabila tetap terjadi sengketa maka lebih diutamakan penyelesaian sengketa secara non litigasi berupa mediasi atau negosiasi sebagai upaya represif yang dapat dilakukan. Penyelesaian ini dipilih karena yang dicapai adalah win win solution dimana tidak ada pihak yang kalah dan menang. Apabila non litigasi mengalami kebuntuan, maka para pihak dapat menyelesaikan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.
B. Saran
1. Perlindungan hak cipta didapat secara otomatis saat karya sudah memenuhi standard of copyright’s ability, namun tetap diperlukan adanya pendaftaran untuk lebih memperkuat bukti kepemilikan hak cipta. Oleh sebab itu, pencipta atau pemegang hak cipta diharapkan tetap melakukan pendaftaran.

2. Hendaknya peranan pemerintah melalui Kemenkumham yang bekerjasama dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika lebih ditingkatkan dalam menangani pelanggaran hak cipta di dunia maya (internet), khususnya karya fotografi.
3. Pemerintah melalui badan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat perlu mengkaji ulang UUHC. Kajian yang diperlukan mengenai penerapan delik aduan pada UUHC lebih efektif atau tidak dengan delik biasa yang digunakan pada UUHC lama. Hal tersebut terkait penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran hak cipta.
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